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<p align="center"><strong>ABSTRAK </strong></p><p style="text-align: justify;">Pendlitian ini bertujuan
untuk mengetahui implikasi perbedaan pengaturan sertifikat laik fungsi untuk rumah bersubsidi bagi
masyarakat berpenghasilan rendah dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan perumahan dan dasar hukum
rumah bersubsidi yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dalam hal belum
memiliki sertifikat laik fungsi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian
hukum normatif yang yang ditinjau melalui aspek hukum, peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan
dengan kenyataan atau praktek yang terjadi di lapangan dengan menggunakan pendekatan perundang-
undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif. Terdapat tiga bahan hukum
yang digunakan dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-
hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa perbedaan pengaturan sertifikat laik fungsi memberikan
kecenderungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pengembang untuk lebih memilih bantuan
pembiayaan perumahan yang tidak mempersyaratkan sertifikat laik fungsi. Kemudian berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang ada, hanya mengatur penerbitan sertifikat laik fungs untuk rumah baru dan
perpanjangan sertifikat laik fungsi, Namun belum diatur penerbitan sertifikat laik fungsi untuk rumah yang
sudah ada (<em>existing</em>).</p><p> </p><hr /><p
align="center"><strong>ABSTRACT</strong></p><p style="text-align: justify;">This study aimsto find
out the implications of differences in function-worthy certificate regulation for subsidized housing for low-
income people in the implementation of housing finance policies and subsidized home legal basis that have
been used by low-income people in terms of not having a function-worthy certificate issued by the local
government. This research is anormative legal research that is reviewed through legal aspects, regulations
which are then related to the reality or practice that occursin the field using alegal approach, case approach,
historical approach, and comparative approach. There are three legal materials used in this study, namely
primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The results of the study show
that the difference in function-worthy certificate settings tends to tend to low-income communities and
developersto prefer housing finance assistance that does not require a function-worthy certificate. Then
based on existing regulation, only regulates the issuance of function-worthy certificates for new homes and
extension of function-worthy certificates, but it has not been regulated the issuance of function-worthy
certificates for existing homes.</p>
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